BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Penuntut Umum memiliki wewenang dalam mengadakan
prapenuntutan. Dalam hal ini, prapenuntutan adalah tindakan Penuntut
Umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima
pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik, mempelajari atau
meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari
Penyidik, dan memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh Penyidik untuk
dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau
tidak ke tahap penuntutan. Dalam hal ini, salah satu implementasi dari
“memantau perkembangan penyidikan” tersebut adalah mengembalikan
berkas perkara kepada Penyidik yang disertai dengan petunjuk mengenai
hal-hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi agar berkas perkara dapat
dilimpahkan ke tahap penuntutan menggunakan kode formulir perkara P-
19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi). Adapun, KUHAP,
UU Kejaksaan, dan peraturan pelaksananya tidak mengatur mengenai
jangka waktu prapenuntutan yang dapat dilakukan atau diadakan oleh
Penuntut Umum, sehingga hal ini membuka kemungkinan terjadinya
“bolak-balik” berkas perkara antara Penyidik dengan Penuntut Umum
yang tentunya menghambat proses penegakan hukum dan tidak sesuai
dengan Asas Diferensiasi Fungsional. Dalam hal ini, Asas Diferensiasi
Fungsional diwujudkan dalam bentuk check and balances atau saling
mengawasi antara Kepolisian dengan Kejaksaan. Selain itu, terdapat
permasalahan lain mengenai prapenuntutan terkait dengan kecurigaan
bahwa Penuntut Umum memiliki kekurangpahaman terhadap materi
perkara yang sedang ia pelajari atau periksa, sehingga Penuntut Umum
mengalami kendala untuk menyelesaikan tugas dan fungsinya dalam
Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Berkenaan dengan permasalahan
tersebut, maka timbul pertanyaan mengenai jangka waktu prapenuntutan

yang dapat dilakukan atau diadakan oleh Penuntut Umum dihubungkan
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dengan Asas Diferensiasi Fungsional mengingat peraturan perundang-

undang belum mengatur hal tersebut dan pembentukan Penuntut Umum

Khusus untuk mengatasi permasalahan dalam prapenuntutan mengingat

Penyidik memiliki Penyidik Khusus yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian di atas, maka penulis dapat

memberikan kesimpulan sebagai berikut:

5.1.

KUHAP, UU Kejaksaan, dan peraturan pelaksananya tidak
mengatur mengenai jangka waktu prapenuntutan. Hal ini sangat
bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana
terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, tentunya
semua tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik
Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim harus berdasarkan
hukum. Lebih lanjut, dengan terjadinya “bolak-balik” berkas perkara
akibat kurangnya koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
dan kekurangpahaman akan materi perkara yang sedang diteliti atau
dipelajari oleh Penuntut Umum, maka perkara menjadi berlarut-larut
dan tentunya berimplikasi timbulnya kerugian bagi Tersangka
maupun pencari keadilan atau Korban, dimana hal ini bertentangan
dengan Asas Diferensiasi Fungsional. Adapun, hasil wawancara
dengan Penyidik dan Penuntut Umum menunjukkan bahwa
Penyidik dan Penuntut Umum berkoordinasi di bawah tangan
dengan memakai lamanya masa penahanan Tersangka sebagai dasar
waktu untuk melakukan prapenuntutan (jangka  waktu
prapenuntutan). Hal tersebut dinilai sangat sumir mengingat terdapat
Tersangka yang tidak ditahan, sehingga timbul pertanyaan baru yaitu
berapa lamakah jangka waktu prapenuntutan terhadap Tersangka
yang tidak ditahan. Oleh sebab itu, sangatlah tidak tepat apabila
Penyidik dan Penuntut Umum memakai lamanya masa penahanan
Tersangka sebagai dasar waktu untuk melakukan prapenuntutan

(jangka waktu prapenuntutan), sebab jangka waktu prapenuntutan
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tersebut tidak dapat digunakan apabila Tersangka tidak ditahan
dalam tahap penyidikan dan membuka kemungkinan bahwa
penyidikan yang dilakukan Penyidik dan prapenuntutan yang
dilakukan Penuntut Umum telah gagal. Maka dari itu, diperlukan
adanya perubahan KUHAP yang mengatur proses acara pidana,
khususnya pada tahap prapenuntutan (jangka waktu prapenuntutan),
yang menyangkut kewenangan kelembagaan dari Kepolisian dan
Kejaksaan guna mencegah dan mengurangi timbulnya kerugian bagi
Tersangka (kepastian status Tersangka) maupun pencari keadilan
atau Korban.

5.2. Tidak perlu membentuk Penuntut Umum Khusus untuk mengatasi
permasalahan dalam prapenuntutan, namun yang perlu dilakukan
adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tindak pidana
khusus yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan tindak pidana di
bidang kepabeanan, perpajakan, Hak Asasi Manusia (HAM) berat,
perikanan, pencucian uang, terorisme, cyber crime, dan lain-lain
untuk meningkatkan profesionalisme, integritas kepribadian, dan
kedisiplinan Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangan serta
fungsi Kejaksaan dan meningkatkan keterampilan atau penguasaan
pengetahuan di bidang teknis, khususnya dalam bidang penanganan
tindak pidana khusus. Selain itu, diperlukan penyetaraan jumlah
Jaksa di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa,
sehingga Penuntut Umum dapat melaksanakan tugas dan fungsi
serta wewenangan Kejaksaan dengan optimal.

5.3. Saran
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, penulis dapat
memberikan saran untuk dapat dijadikan masukan dalam pembuatan
peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut jangka waktu
prapenuntutan, sebagai berikut:

5.3.1. Sebaiknya dilakukan perubahan terhadap KUHAP mengingat

KUHAP sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam penegakan
hukum. Dalam hal ini, diperlukan adanya perubahan KUHAP yang
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5.3.2.

mengatur proses acara pidana, khususnya pada tahap
prapenuntutan (jangka waktu prapenuntutan), yang menyangkut
kewenangan kelembagaan dari Kepolisian dan Kejaksaan guna
mencegah dan mengurangi timbulnya kerugian bagi Tersangka
(kepastian status Tersangka) maupun pencari keadilan atau
Korban, sehingga tujuan hukum dapat tercapai dengan
sesungguhnya.

Sebaiknya Kejaksaan perlu menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan tindak pidana khusus yang terdiri dari pendidikan dan
pelatihan tindak pidana di bidang kepabeanan, perpajakan, Hak
Asasi Manusia (HAM) berat, perikanan, pencucian uang,
terorisme, cyber crime, dan lain-lain. Hal ini dilakukan dengan
tujuan  untuk  meningkatkan  profesionalisme, integritas
kepribadian, dan kedisiplinan Jaksa dalam melaksanakan tugas dan
wewenangan serta fungsi Kejaksaan dan meningkatkan
keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis,
khususnya dalam bidang penanganan tindak pidana khusus. Selain
itu, diperlukan penyetaraan jumlah Jaksa di seluruh wilayah
Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa, sehingga Penuntut
Umum dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangan

Kejaksaan dengan optimal.
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